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pada hari ini, senin, tanggal $emhil*n Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua

Puluh Tiga yaag bertandaiangan di bawah ini:

1. Fransiskus Gero, S.Pd
NIP. 1969 123t199903 1045

2. Heri Sutriadi, A.N4d, I.P, S'Sos'
M.Si

NIP. 19720i01 1995031001

SE1AKU KtrPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN

OI,AH RAGA KABUPATEN MANGGARAI'

- berkedudukan di ii. A' Yani No 15' Kelurahan

Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong'

Kabupaten Manggarai, provinsi Nusa Tenggara

Timui rialam hal ini bertindak untuk dan ata.s nama

Pemerintah Kabupaten Manggarai, selan.jutnya

disebut PIEIAI{ KESATU'

Selaku Kepaia Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas

II B Ruteng,berkedudukan dan beralamat di Jalan

Ji.RanakaKivl3KelurahanCarep,Kecamatan
Langt e Rembong, Kabupaten Manggarai' Provinsi

Nusa Tenggara Tilnur, daiam hai ini Lrertindak dalam

jabatannya untuk dan atas nama Rumah Tahanan

Kelas Ii B Ruteng, selanjutnya clisebut PIHAK

KEDUA.
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Berdasarkan:
1. Undang-UndangDasar' 1945 {pasal 27 (1},28 {c) , dan Pasal 31 (1}
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasyarakatan;
3. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang

Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
pemasyarakatan;

6. Peraturan Pemerintah repubiic Indonesia No 77 tahun 20i0 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang
Perubahan Kedua dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2AOO tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1999 tentang S1,'arat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemas5ra:'akatan;

8. Peraturan Menteri Fendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 4
tahun 2016 tentang Aiih Fungsi SKB menjadi Satuan Pendidikan
Nonformal Sejenis

10. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nornor PAS-i5.PR.01.01
Tahun 2A79 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Pilot Project
Maximum Securit5r, Medium Security-, dan Minimum Security

Sllemperhatikan:r

Modul Pengenala:r-r Pendidikan Ncnformai dan Informal dal Rencana Keria
Pembinaan Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas II B Ruteng ;

Memutuskan:

PIHAK KESATU dan PII{AK KEDUA yang selanjutn-va secara bersama-
sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIIIAK,
sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Keria Sarna
tentang Implementasi Pembinaan / Pendidikan Non Formal UPI-D SKB
Ranric'ng Dinas Fendidikan, Pernucta dan Olah Raga Kabupaten Manggarai
bagi Warga Binaan Rumah Tahanan Keias II B Ruteng dl Wilayah
Manggarai (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan syarat-
s5rarat dan ketentuan sebagai berikut:
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Pasal 1

DEFI}EISI
Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1 Daerah adatrah Kabnpaten Manggarai.
2 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai

{selanjutnya disebut PPO} ada,lah Organisasi Perangkat Daerah di
Kabupaten Manggarai untuk urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;

3 UPTD Sanggar Kegiatan Beiajar iselanjutnya disebut SKB) Randong adalah
unit pelaksana teknis pendidikan nonformal Dinas PPO Kabupaten
Manggarai

4 Rumah Taha.nan Negara {selanjr.rtnya disebut Ri,rtan} Kelas IIB Ruteng
ada-lah salah satu unit pelaksana teknls Pemasyarakatan cli bidang
pembinaan, pembimbingan r&'arga binaan pemasyarakatan, dan peraw'atan
tahanan.

5 Pembinaan adaiah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektuai, sikap dan perilaku,
profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan.

6 Pendidikan nonformal adalah jalur di luar pendidikan formal -yang
merupakan subsistem dari pendidikan nasional yang diiaksanakan secara
bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat secara terstruktur dan
berjenjang yang bertujuan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi Lrudi
pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat cinta tanah
air serta membentnk manusia-manusia pembangun yang dapat
membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab pada
pembangunan ba:rgsa

7 Warga binaan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien
Pemasyarakatan.

Pasal 2
SIAKSUD DITIII TUJUAIV

t1i Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah merancang, menyelenggarakan,
dan mengingkatkan frekuensi serta kualitas pembinaan bagi warga binaan
Rutan Kelas iI B Ruteng melalui pendidikan nonformal yang dilasanakan
oleh tim SKB Randong Dinas PPO Kabupaten fulanggarai bersama tim Rutan
kelas II B Ruteng.

lZJ TUjuan Perjanjian Kerja Sama ini adaiah terfasilitasinya kegiatan
pendidikan Non formal sebagai bagian pembinaan bagi warga binaan P.utan
Kelas II B Ruteng.
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{3) Perjanjian Keda Sama sebagaimana di maksud pada ayat (1} masing-masing
rnemplrnyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA
PIHAK.

{4) Peqjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA
PI}IAK.

Pasal 3
RUANG LI$IGKUP

Ruang lingkup Perianjian Kerja Sama ini meliputi;
a) Fasilitasi tempat, sarana prasarana, dan pengaturan \^/arga binaan,

dan standard operasional prosedur kegiatan;
b) Penyediaan tenaga pengajar, instruktur dan atau nama 1a-innya dalam

rangka impiementasi pendidikan nonformal
c) Pengawasan dan evaiuasi

Pasal 4
Kewa3'iban dan Hak PtrFIAK EIESATU

(1) Kewajiban PIIIAK KESAIIU kepada PIHAK I<EDUA adalah seLragai berikut:
a. Melakukan sosiaiisasi ha1-hal -yang terkait pendidikan nonformal yang

merupakan program dinas PPO Kabupaten Manggarai melalui SKB
Randong;

h. MenSzediakan pengajar / instruktur / tutor / istilah lainnlra sesuai
dengan jenis kegiatan pendidikan non formal yang akan diselenggarakan
di Rutan l{elas II B Ruteng;

c. Menyediakan materi ajar beserta alat peraga/ meclia belajar sesuai jenis
kegiatan dan memenuhi standar peraturan Rutan;

d. Menjalankan proses pembelajararr / kursus/ pelatihan/ pemberclayaan
perempuan dan pendidikan non formal lainnya didampingi oleh pIHAK
KEDUA;

e. Bersama PIHAK KEDUA melaiukan pengawasan dan e.valuasi kegiatan
penriidikan nontbrmal ;

f. Mengikuti SOP kegiatan di Rutan Kelas II B Ruteng

{1) PIHAK KES^ATU berhak untuk:
a. memperoleh data dan lataw informasi mengenai warga binaan Rutan

Kelas IIB untr-rk kepentingan pendidikan non formal yang rliterapkan;
b. mendapatkan pendampingan, perlindungan keamanan, dan fasilitasi lain

untuk kelancaran kegiatan pendidikan;
c. meminta bantuan pihak Rutan dalam ha1 pelaksanaan kegiatan

pendidikan

PasaL 5
Ilewajibaa daa IIak PIIIAI( KEDUA
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(1) Kewajiban PtrIIAK KEDUA kepada PEIAK KESATU adalah sebagai berikut:
a. memberikan data dan/atau inforrnasi mengenai warga binaan dan

standard operasionai prosedur Rutan kelas IiB Ruteng yang
berkaitan dengan implementasi pendidikan nonformal di Rutan
Kelas IIB;

b. menyediakan tempat, sarana dan prasarana sesuai kebutuhan serta
mengorganisir u/arga binaan dalam kaitan dengan implementasi
pendidikan nonformal di Rutan Kelas II B;

c. Menjamin keamanan bagi para pengajar / instruktur / tutor / istilah
lainnya dalam menjaiankan tugas impiementasi pendidikan
nonformal di Rutan Kelas II B Ruteng ;

d. memberikan penrlampingan, perlinclungan dan bantuan bagi
pengaja,r/instruktur / pendidik/ istilah lainnya dalam kegiatan
penciidikan

(2) PIHAK KEDUA berhak untuk:
a. Mendapatkan informasi hal-hai yang terkait pendidikan nonformal

yang merupakan program dinas PPO Kabupaten Manggarai melalui
SKB Randong:

b. Mendampi.ngi, mengar,vasi, dan memberikan masukan/ pendapat
dalam hal jenis kegiatan, instrukturl pengajar/tutor / istilah lainn5,a,
poia pembelajaran dan hal-hal iain terkait implementasi pendidikan
non formal sesuai kebutuhan Rutan kelas IIB Ruteng;

C. Mendapatkan laporan kegiatan secara berkala

Fasal 5
Data dan/ atau informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5
disampaikan dalam bentuk data eiektronik manpun nonelektronik dengan
menggunakan struktur data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yrrg
merupakan bagia:r yaxg tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
PET,AKSAIqAASI

(1) PARA PIHAK melaksanakan Perjanjian Keda Sanea ini sesuai tugas dan
fungsinya.

(2) Jadwal kegiatan disusun berdasarkan koordinasi PIHAK KESATU dan
PIHAK KtrDUA

Pasal I
PESfiBIAYAA$

segaia biaya yang timbul dalam peiaksanaan Perjaniian Kerja sama ini
dibebankan pada anggaran masing-masing PrtrAK dan/atau dibebankan
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pada anggaran PIHAK yang menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
JANGI{A wlIKTU PERJAI{JIAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun terhitung sejak tanggai ditetapkan.

(2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada
ayat ii) dapat diperpanjang atas kesepakatan tertt-ilis PARA PIHAK.

Pasal 1O

PE$YEI,ESAIA$ PERSELISIHA$
Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini,
PARA PIffiAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan
mufakat.

Fasal 11
I{EADAAN I{AHAR {FORCE MAJEUREI

{l)Yang climaksurl keadaan kahar (force majeure) adalah kejadian atau
peristiwa yang secara Iayak dan patut tidak dapat dihindarkan atau
dielakkan atau berada diluar kemampuan manusia untuk
menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut.

(2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat {1), yaitu:
a. peperangan {5;ang dideklarasikan) ;

b. huru-hara;
c. sabotase;
d. pemberontakan;
e. bencana alam {gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, cian

bencana alam lainnya);
f. wabah penyakit; dan
g. pemogokan umum.

(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar {force majeure), harus
mernberitahukan kepada PIE{AK lainnya melalui pemberitahuan teftulis
selambat-lambatnya dalam rvaktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung
sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure) tersebut.

(4) PAR"& PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai
akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar {force majeure) atau
menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama lni secara tetap
akan diselesaikan secara musyawarah.

Sasal 12
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MOI{ITORITTG DAI{ EVALUASI

{1) Monitoring dan evaluasi peiaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama
dilakukan paling sedikit satu kali dalam 12 (dua belas) bulan.

(2) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh
FARA PIHAK melalui rapat koordinasi;

{3) .Iadwal pelaksanaan rapat koordinasi dilaksanakan berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 13
KORESPONDEISSI

{1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara PARA PIEI^AK
sehubungan clengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan daiam
bentuk komunikasi lisan {koordinasi langsungi, komunikasi melalui
media dan tertuiis isurat menl-urat) ;

(2) PARA PrrtrAK masing-masing menunjuk pejabat yang bertugas sebagai
penghubung dalam rangka memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja
Sama sebagai berikut:
a. PIHAK KESATI,

Kepala UFTD SKB Randong
Aiamatr Kantor :

Desa Compang Dalo , Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai
No. Telp a8214+7816i8 / nomor lain yang disampaikan kemudian

b. PIHAK KED{'A
Kepala subseksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Kelas Ii B
Jl. Ranaka KM 3 Kelurahan carep , Kecamatan Langke Rembong,
kabupaten Manggarai
No. Te1p. 0812394-51065 f nomor lain yang akan disampaikan
kemudial

{3} Dalam hal terjadi perubahan clata koresponclensi seiragaimana climaksucl
pada ayat (3), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis

Fasal 14
pERUBAHAT{ {ADDETdDUM}

{1} Apabila setelah penandatangan Perjanjian Kerja Sama inl terjadi
pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu Undang-undang,
Keputusan atau Peraturan lain di Indonesia yang merugikan secara
material terhadap hak-hak dari salah satu FIHAK berdasarkan Perjanijal
Kerja sama ini, PAR"& PrHAK dengan itikad baik Lrerunding dan
melakukan perubahan.
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(2) Hal-ha1 -i-,- . ::::i :;elu.m cukup cliatur daiam perjanjiam Keda sama iniatau -'.-::ri ;,':'s--at melengkapi diadakan tamnairan (addencluml atauperu]rii:;:r ziisrldemen) terhadap per-ianjian Kerja sama ini.
{3) Pe:-r::aiiai sebagaimana tersebut paoa ayat {1} dan (2} merupakan satuke>aii.an dan hagian yang tidak tirpisahkan'rlari peijanjian i<eqa Samani.
i4i Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan clalamPerjanjian Keria Sama ini hanya Japat dilakukan berclasarkankesepakatan FARA PIIIAI{ secara tertuiis.

':'

Pasal 1.5
PESUTUP

{1} Perjanjian Kerja Sama ini clibuat dan ditandatangani oieh pARA pIrflAK
sebagaimana tersebut paca au,al perjanjian ini ialam 2 (d;t rangkapbermeterai cukup sesuai ketentuan p".air.a' perundang-undangan dan

.^. fii,anorkan kepada pimpinan FARA prHex *.."i, hierarki.
(2) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh p^6,RA

PIIIAK melalui rapat koordinasi.
{3] Jadwal pelaksanaall rapat koordinasi dilaksanakan herdasarkankesepakatan FI{R.A PIHAK.

:'/
I

KESATU,

i 1999031045

Paraf Pihak
Kesatu

Piha&
Kedua

Lt

t
NrP. 19720101i995031 001

6

PEH.E.K KED$A,


